
BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 9 TAHUN 2OO9

. TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PROMOSI,INVESTASI

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-Menimbang :4.

Mengingat

c.

: l.

2.

b.

BUPATI BINTAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, dipandang perlu untuk
menyusun petunj uk pelaksanaan perizinan;
bahwa petunjuk pelaksanaan perizinan dimaksud sebagai pedoman
dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada
Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bintan;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun lg99
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupis, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor lll, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aBT;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A;04

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan arftara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46050 );
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan artara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( lembaran
Negara tahun 2007 Nomor 82, Tamhahan Lembaran Negara Nomor
4737 );
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahan 2006 tentang
Pedoman Penyelenggariurl Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2AA7 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PADA BADAN
PROMOSI, INVESTASI DAN PBLAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN BINTAN

t2

13

t4

15

\-/ Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Bintan

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan

3. Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizina Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan
BPIPPT adalah Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
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4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Promisi, Investasi dan Pelayanan peizinan Te'qpadu
Kabupaten Bintan;

5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah
atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau p;laku usaha/kegiatan tertentu,
baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

7. Penyelenggar&ul Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizin^an
dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampaike tahap
terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II
IENIS PERIZINAN

Pasal2

(l) Jenis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan oleh BPI ppT adalah
sebagai berikut :

l. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2. SIUP

3, SITU

4. TDG

5. Izin Industri

6. IzinLembaga Pelatihan Swasta

7. IMTA Perpanjangan

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

9. Izin tokasi

10. Izin Usaha Pariwisata

11. Izin Undang-undang Gangguan (HO)

(2) Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BPI PPT adalah semua jenis perizinan sebagai
mana pada ayat (l) tersebut, termasuk PMA/PMDN, Non PMA/PMDN serta bentuk badan
usaha lainnya.

BAB III
PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

(1) Pengolahan dokumen persyaratan peizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan
terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;

(2) Proses penyelenggaraan pelayanan peizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu
atau perizinan paralel;

(3) Proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila memenuhi
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Pasal4

(1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi
Kepala Bidang Perizinan Investasi;

(2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan terdiri dari staf BpI
PTT dan wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Tim Kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk
mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya
suatu permohonan perizinan;

(a) Tim kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada kepala badan.

Pasal 5

Jangka waktu, persyaratan, besaran biaya perizinan, alur prosedur dan dasar hukum perizinan
sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal6

(l) BPIPPT memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen infofrmasi;
(2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan secara terpadu satu pintu

disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap akhir bulan.

Pasal T

BPIPPT wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan
dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada ietiap proi"r, biaya
dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas
melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat;

Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan oleh BpIPpT
dengan melibatkan aparat teknis terkait.

(1)

(2)

Pasal S

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dapat diakses oleh masyarakat.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

BPIPPT wajib menyediakan sarana pengaduan dengan
dengan kondisi daerahnya.

menggunakan media yang disesuaikan
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Pasal l0

BPIPPT wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan

iawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama l0 (sepuluh) hari keria.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Befita Daerah

Kabupaten Bintan.

DitetapkandiKijang
padatanggal tJ Januari 2009

ANSAR

DiundangkandiKijang
padatanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAI{ TAHIIN 2009 NOMOR I

PATEN BINTAI{



Ftg2,E
3B
E3
e&<rddFr
8B

\o

'T 
EB€C

E$€u.d
eEi'flSe<t\tcJddd
G 6 cg.= (,l Rl'C6 P tr FF-

:$i€s= E9.95 - Ht
gF;cE g 

E

Eg*€
(d lD,

gESE
Ol C.t q? t-- sls-
- 6< E

6.0 0l)z 9'4 F

€6€gs
rsEfi&

l= boc
< ME Ev d c.=
-. ad ai-o

€9F

ipst
liXc'l cH\ (B r

^^a 'o E

s'sp"B'6e€ Et
E9-E$
ddREE

z
t.t

&

a
&
frl
Fr

IE E €3,
6!V4^6Aodt it hoctb a F.a

- F ;EH tr-= Gt irt

H 8E 34,€ Hs. adE,Es -9EiiA*€ tOg EE EE
o6#E SFri

&Hg*ag€€'FsSE#ds
:Eg*?€.u.aP
s 5 ggs? dr.-: c-i c.i +

r€ €8"; :$g ?s s EEE *s ; ss€

E H$E fi*_ EE*

;a€gfEiE$€€;B{
gfF$s$eses;F$E€

l-cGtclaI g f .F g
b r'- Etr o0 .:t
x .5Gl -yN>' (d

LdHGla(l}
-El 

g J OH- E-
sE #E ,q
€.! - r HIE SS.* H
!>, -c6s

= $ -st hEts -E;gE'Xecla*J d Oon t:'(g€C(B(l.E\,8 $,E€
9og E E S-.='s
gHfrHEEH
* c.i ".i +

3,-.

3s
s

gs ggcsg
HgRRERE

&zsasaa

d
cl
ooA

Ecoootrfi
E5r
Crir:c!ctd'6 (s(6s

d***i:-(€dcl
c)ll 6thoto.- H F p 

=F q>.t 6 b do"w(JlJ.o-cLa,

rtl
ooo888
3S8
d. ci e,d/.e

d
oo

'6Fgo.Y ()v>c0
0io+n.
aaa

E€E
888drnlr)
d, ci a.dd&

R'
b0

EHhE:fi
9S9p
ddd€'r, "o
==3o(,(,

z
<3a
zs4jeg

z
rdtr

aa

a0

altr

ra)

C€

d

!(!
g

t-*

z
2z
4N
El :t

f.l

a$#oor Q)o2Fi L-
c!
.-'6h93ccosf

g
:;ioc
SF€
.h; iE
FE CI sH
RF+
c C..O

.=:E Eflro-Fa€
bF8EE6v g E:s* F
# 6'F
.= fL 'c
@ -Y ..o'r: jq
iu'F c

SEH
cL )ftr o)-lyr-co
d.go_i lotrcgg€

Lp
a,E

,S



Igg,Fggi:gigigg
o0 00dEa
d d.=€ >,(€
oI).v (lx-c
tsoD(l)c
o.d

F"e a
!i' td aEEE!6*
e 6.S
€*EaE
sticl€(lGl
E>a0ao.- ?tr aolt(t)d:
o.-o E

d
frt
g
tr
tro
Oi

d
@
o
L

di
eA
6HA'/qt .9
5irl
LErg
N

t

J
)dn

vl-'- \)j 90 I
A l.v o oF d.h € q?o dE P 1AQ s 6 b - Q:E3-fc dEd
esHP-$ "g;Ed'6 >r >' >' F >\t't ts; E SS$€ *c&'EoE C) o () S o,9 !qE e O O O 5 O- >r€b686b68.8: 5 tr. lr. t& d, tr. O. c0

(\lca!+ \ \oF-

L
TA

'lt

€
€
art

N

-lu
Jo.d
do

=E E 3o 6t E q
E Eg I z2
+FaS ? :'5EAi,? "V EE'E>.>,>,F>, cob
E SSSE $^ e&,
E 3 3 3 E:En s.
.EEEE&82ffi

Ol cA \f, ta, \O t- OO

M

o
O.
trcl

DK!t cl

E€
E:atbo
5'6
ozu

t-:

YB
h .EE 3x..!€r.)

'EE- 
E E se

€s[ii*? i€
:gE. A A g''g *e.€ t
E E O O O 5 O>- >i
E.EEEE&E2ff9

oltftr+ rl\0c\€

0
E

CI€
cta
€E
ct
t't

d

t



; ,,$E u Et*aH;F E€?-
es$3 Eqg€

FEF*- $apt
SEseE gEE€

Gt

cl

E?
EA

Eg
or.E
-.' N
,.60
dE.ltrSI

eE
3.r/g{

:-JlFo.dE E 9r - q
€ b J.E o o

= 2 X€ E I
T E qE I';" :E--?o- ol l&
E 44rH*.9 i€
H €F>.>'>6>, cir=

E +'*g g g $E $s'g t
SEE&EEEEE28S

aaaaaaaaa

6
:E
Eo
tr

cL !l)sF.gE ,6M<
E'aehh€!:3I
E€ *seIc)ERloo,o'L]orT&lJ.&

ca*c'lca$l.l

I

doq
oor!

(t
q)
,t

cl

E
GIt()
\o

GI

ll;)

"!(
G'

(€
o0
F
c.l

so
cl

sca
at'Ol

HE

C'aE,^

FF
QA



EE?-ff E

€s;"s€rgsE*
'rd 

fiE€EEE:8fi

slg AE sFE f$$ B

ra
E=rE
Ats7Z
o3
H.E
3E.ij] EO\'d Eo\tz d-
6iErlx4bqro.MFi

E
c!

CI

*$ EI& L ?^ Ee .9 iIEP'9
$EE. r :€Hi
B86IE FB ;GE;-9H
g€€IE* gE€;€F

;$5$3s 3;sEFE. .OF trl\oF-€ch-- 0.-ot.q$rat

FS E;Eg
€ € ce iB b
^d F: 63 Fr.S* i o- E

E # $= :- :, ; H *E-gg g
EoE_ij 

'5gr;fiE; 
E

fig;E;,$3EgHff$Ec
or \Ot\OO* t\l t'!

7 s rls
?q-Q

Es#;
Z-Lq n€g
:=t t s Hlgs $t
:f;$ gsst g

Eg;SgTES
SEEEeaEB

F.i!-ll)1tD-Fu X12-A x

tX E g a 1 c s s

! € €{iE$;2 g *5 H F

eEei,E,3 EE*E

ggtili'lislr;i*e
-i
Fi

L
ct

stti
f&l

\o

sd*>



f sF rFz a $F 5fi j i€ THT
e$; 'i#: F$i Ea 3 F;$ ::i
* E,E Ee E,t *$,E 

Ei ; E{ E EEaE

irgi*eEiiggleE,iiigEEgigE*BBg,lEglii
Hergfi



g 

E egE 
g gg gg ggg*g g 

$sg 
g$,

J oi tr; '+ ,r;

.(€EldX!Er H.e'EZEA
$.8firOdQ Ed trX H
s g{9
E-E5A

cgF$a
10 8!P
drd

tGa>trI -g ^.6 = 
'':

!*sEg-
eBE E:g
.q d.9 g fforte 6 5'e g"'F o,.- h i;

EIgTEB"
-5 E€ rs
e x& gE€

"Ei 5 krEtE*63
ho'rtca.E.1'u

oi9

$ € 3'q g E

E€eaBEs€t
g ;,g; €;f 

- 
*

;,tg;igggglss

..S
o36da9\ob Esitr.EO
de I
.-d J 4
E.! 't* -\gE s d
Fa: .rD D3ge*!od
E<FM,TEDE >r>'>|>.>.>'o o.o.o.o.o.cl.€ooooooo(Jooo()()
EooooooLP99999(l)oooooo
tri tl t! frr Fi fr Er

#NrO<.irl\Otr

o EsFg d 6J
= -oEs =\ 4
U HFb.2 -rrbd
EF o EEseu
sfi fr* EE.E=E
tE E€ uEf€E

s t ai.E* i.F;$!
.p€ ggs€ s F: *FE ql O O O.B O.a O X-VZ & l.t- E< fr" o" t&.= l& <i(/,)

..i.i.d+d\dt- od oi

€

cl(l
(g
6

C)
tr

c)
(te
1t bn6d
v5?bo€ oJ)

.id.N.:
-,2 

!

6-gH
.96

fd(')(tA
rd .d

dct
oca

'a .srBc)
.F !3s._ €
=r.ctO-
# i *E"r
-y, 6 -y, d, ?A
- d :j (d-

5359€
.-: c.i

L
6tg

.+

a
ct

rt
G'

B
Lcl

O{
clE

9pO
HIE!-3E




